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AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan tanggal
07 Muharram 1442 Hijriyah, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Agama
Bintuhan yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

I. Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berkedudukan di
Graha Safir, Jalan Merapi Raya Nomor 02, Kelurahan Kebun Tebeng,
Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor
21 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, diketuai oleh Armen
Muhammad Nur, dan Dedy Halomoan Ritonga, serta Fataruddin
sebagai anggota. Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus
kepada Dedy Halomoan R bin Ali Basa Ritonga dan Razali bin Hakim,
Anggota Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi PT.
BPRS Safir Bengkulu (DL) yang beralamat di Desa Tanjung Iman,
Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 003/TL/BPRS-SB/DL/VI/2021 tertanggal 29
Juni 2021, ialah Penggugat;

dan

Il. Simuriah bin Yaruf, tempat tanggal lahir Kota Bumi, 06 Juni 1969,
pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa
Kasuk Baru, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, menurut surat
gugatan dalam perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn, ialah
Tergugat;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan di antara
mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan
perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:
Bahwa Pihak | dan Pihak Il telah mensepakati Perdamaian terhadap Gugatan
Perkara Nomor: 8/Pdt.G.S/2021/PA Bhn.

Pasal 1
Pihak Il sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Ke | sebesar Rp.
5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
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Pasal 2
Pihak | dan Pihak Il telah menyepakati waktu pelunasan selama 2 (dua) bulan
dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021, yang
akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati.

Pasal 3
Apabila sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 belum dilunasi sebesar
Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), maka Pihak | akan melelang
dan mengeksekusi objek jaminan yang diagunkan yaitu Sertifikat Hak Milik
No0.00138 a.n. Jusmi Epreli yang terletak di Desa atau Kelurahan Padang Binjai,
Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu.
Dengan ini kedua belah pihak sepakat menyerahkan surat kesepakatan
Perdamaian dan memohon kepada Hakim untuk menuangkan ke dalam Akta
Perdamaian.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua
belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui
seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;
Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun

2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI
1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk menepati

persetujuan yang telah dimufakati itu;
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2. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara
tanggung renteng masing-masing separohnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi,
bertepatan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag,
SH, MH hakim Pengadilan Agama Bintuhan, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan di muka umum oleh hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Zulvayana,
SHI sebagai Panitera Pengadilan Agama Bintuhan tersebut, dan kedua belah
pihak yang berperkara.

Hakim,
Ttd.

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH
Panitera Pengganti,
Ttd.

Zulvayana, SHI

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 150.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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